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IRATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
NOMOR 33 TAHUN 2002

TENTANG

13ETRIBUSI IZIN USAHA RUMAH MAKANw- -

ii
! N

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NIAS,

Aajp .'i'U;

ibang a. bahwa dengan diberlaknkaimya Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,maka kepada
Daerah diberi peinang untnk menggali potensi
somber pendapatan ash daerah ;

b. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu
somber pendapatan Daerah yang pentmg gona

• i E?

Pasai 4';

IPar-.r 43
CukupjeU . -

3.4
membiayai penyelenggaraan Pemerintahan

.Daerah dan Pembangmum Daerah untuk
meinantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata
dan bertanggungjawab ;

I
TAMBAHAN LKMBABAN tHEVAH KAB‘;iWA v.



m
c bahwa Usaks Rumah Matari raerupalcan suiani

pendukung pengembangan kepanwisataan date
rangka penyediaan jasa pelayanan kebutuha
makanan dan mxnuman kepada para wiatawan c

Nias, sehingga dalam rangk

(Lcmbaran Negara Taimn 2000 Nomor 246.Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 4048);5. Undang-undang Nomor 23 Tahnn 1997 tentangLmgkagnan Hidup (Lcmbaran Negara Tahun1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Ne,Nomor 3699);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahnn 1999 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran NegaraNomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentangPerixnbangan Keuangan antara Pemerintah Pusatdan Daerah (Lembaran Negara Tahnn 1999Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor3848);

6. Peratuian Pemerintah Nomor 27 Tahuntentang Pelaksanaan Kitab Undang-undangHukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran NegaraNomor 3258);
7. Peratuian Pemerintah Nomor 20 Tahuntentang Pengendahan Pencemaran Air(Lembarnt! " t**’

Kabupaten
menxngkatkan pertumbuhan, perkembangan da
TnutVitaa pelayanan pedu dHaknVan pembinaai
pengendahan dan pengawasan ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan se

dimaksud pada hnruf a, b dan c di atas, male
perfu menetapkan Peraturan Daerah Ka1 ^-
Nias tentang Retribusi Izin Usaha
Makan;

gara

?m

i

: 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 195*
tentang Pembentukan Daerah Otonof
Kabupaten-kabupaten dalam hngkungan Dae
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 'Neg

Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lemba
Negara Nomor1092); ,

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tent̂
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidas
(l ,rr*h*Tv\ Negara Tahun 1981 NomorJj

Mengingat
1983

:

1990

rememuan Nomor 51 Tahun 1993Analisa Mengenai Dampak T.wiglmtigan(Lembaran Negara Tahun 1993 NomorTambahan Lembaran Negara Nomor 3538);9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000t»»rrfrnng Kewenangsoi Pemerintah danKcwenangan Propinsi' sebagai Daerah Otonom(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 3952);10. Peratuian Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001tentang Pembinaan dan PengawasanPenyelenggaraan

u' 4 UOitMOll

Kepanwisataan (Lembaran Nega^al^1j§
Tambahan Lembaran Ne®*"Nomor

sNomor 3427);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Leal*
Tahun 1997 Nomor 41, TamW

84,1 I
lNegara

Lembaran Negara Nomor 3693), sebagainpt
telah dirubah dengan Undang-undang Ncmor|
Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undaft
undong Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Daerah dan Retribusi ~—

r
&

atas
Daerah1 I!>1 3
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Administraa Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan
Penerimaan Lain-lain ;

20. Peratnran Daerah Kabupaten Nias Nomor 8
' Tahun 1993 tentang Penghunjukkaii Penyidik
P^iwai, Negeri Sipil yang melakukan
pettyixHkan terhadap pelanggaran Peratoran
Daerah

(Lembans Negara Talma 2001 Nomor 41,*
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

11. Peratoran Pemerintah Nomor 66 Tahtm 2001*
tentang Retribo* Daerah (Lembaran Negar*
Tahnn 2001 Nomor 119, Tambahan Lembarah

12. Vnadm Nomor 30 Tahun 1*1tentang Pedoman Pembmaan Kepariwisataan
Nasional;

13. Kepntnsan Preside® Nomor 44 Tahtm 1999
tentang Tekmk Penynsonan Peraturai
Pertmdang-n&dangan dan Bentnk Rancangaii
Undang-Undang, Rancangan Peratnran
Pemerintah dan Rancangan Kepntnsan Piesiden;

14.Kepntnsan Menteri Pariwisata, Pos da«
Telekonramkasi Nomor KM 74/PW.105/MPPT
85 tentang ‘Peratnran Pondok Wisata Ji
Kepntnsan Menteri Pariwisata, Pos da
Telekonramkasi
104/PW.105/MPPT-89;

15. Kepntnsan Menteri Pariwisata, Pos c
Tdekoimmikasi Nomor K3/PW.003 tenta
Perizman Usaha di Bidang Pariwisata, Pos c
Telekonramkasi;

16.Kepntnsan Menteri Dalam Negeri Nomor
Tahnn 1997 tentang Penyidik Pegawai Nej
Sipil di Lingjamgan Pemerintah Daerah ,

17. Kepntnsan Menteri Dalam Negeri Nomor 174
Tahnn 1997 tentang Pedoman Tata Carl
Pennmgntan Retribusi Daerah;

18.Kepntnsan Menteri Dalam Negeri Nomok' l7j
Tahtm 1997 tentang Tata Cara Pemeriks&m &
Bidang Retribosi Daerah ; 4

19. Kepntnsan Menteri Dalam Negeri Nomor 4l
Tahun 1999 tentang sistem dan Prosedtil

m
&

;

Nomor 14);
21. Peratnran Daerah Kabupaten Nias Nomor 4

Tahnn 2001 tentang Snsunan Orgamsasi dan
Tlta Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nias
(Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2001
Nomor 11);

i

i

>

Dengan persetujuan
WAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS

MEMUTUSKAN:
: PERATORAN DAERAH KABUPATEN NIAS

TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA RUMAH
MAKAN.

Mi

Nomor ; /

)kan
!

ri .

BABI
KETENTUAN UMUM

Paul 1

in Peratnran Daerahiniyang dimaksnd dengan :
Daerah adalah Kabupaten Nias ;
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nias ;
Repala Daerah adalah Bopati Nias;
Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias ,
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

!

’Kabupaten Nias;

5
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I
f Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Nias , . 3urat Ketetapan Retribua Daerah Karans Bavar

,gsssr^mgsfSim
pemberian izin usaha rumah makan yang diberil *- o emenn

^
pembayaran retnbusi karena jumlah kredit retribnai lebih besar dan

Daetah untuk kepentingan ocang pribadi damatau ; retribun yangteriiutangatau tidak tehammv*

t ssrss’C:
B. P^aha Rrniai Maka* adalah sung dm atau badaa hafam ya tmdabm y^dflafaSbTddi

' ^tobcrtanggungjawabataspengdolaanusaharumahmakan , RetnbusiyangterjadisertamenernukMtoLwkanyâ ^
o Tanra tuxnah makan adalah setiap orang yang menggunakan js y

, fissrassasSSs- -;P
adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retnh

Tambahan,
g-

L

|.

BAB II

yang terhutang; NAMiĴ OBYEK.SUBYEK DAN

q. Surat Setoran Retnbusi Daerah, selaiyutnya disingkat SSRD ada WAJIB RETRIBUSI

Surat yang dignnakan oleh Wajib Retnbusi untuk mdakul Ptuul 2

pembayaran atau penyetoran retnbusi ke Kas Daerah atau tempat 1 gan nama Retnbusi Wm r

, SSSSSMIIE^SSU^ ^ ^«**
SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jun

retnbusi yang terhutang, jumlah kredit retnbusi, jumlah kekuran

pembayaran pokok retribusd, besarnya sanksi administrasi dan jun

retnbusi yangmasih harus dibayar ,

Pawl3
fk Retriburi adalah jasa atas pelayanan pemberian izin usaha rumah

:
:

7



8 PM«19
kepala Daerah dapat menolak permohonan sebagmmana dimaksud
|sda Pasal 8 dengan memberikan pemberitahuan dalam jangka waktu

Sfelambat-lambataya 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal
Siteiimanya permohonan dengan menjelaskan alasan-alasan penolakan
sesuai dengan ketentnan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Satacara dan syarat-syarat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(!) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Kedna
Jangka Waktu Berlakunya bin

Pasal 10
i waktu berlakunya izin usaha adalah ditetapkan selama 2 (dna)
dan dapat diperpanjang kembali apabila memenuhi syarat untuk

Untuk perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pengusaha yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada
Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa izin
ferakhir.
Tata cara dan syarat-syarat permohonan perpanjangan izin diatur lebih
&gut dengan Keputusan Kepala Daerah.

I Pasal 11
llzin Dsaha tidak bedaku lagi apabila :
[a, Pemegang izin usaha meninggal dunia;t Tidak didaftarulang setelah 2 (dua) tahun;
I Mernbah nama dan lokasi usaha ramah makan tanpa persetajuan
v; Kepala Daerah ;
li. Memmdahtangankan kepenriHkan dan kepemimpinan usaha tanpa
|sepehgetahuan kepalaDaerah.

Datam hal pemegang izm usaha meninggal dunia sebagaimana
rnnaksud pada ayat (1) hurnf a, atas kepemilikan ahH wans dapat
jfiteruskan oleh salah seorang yang dflnnguk sampai sisa jangka watau

ieriabmya izin,dengan persetiguan Kepala Dinas.

Paul 4

Subyek Retribusi adalah setiap orang
mengnsahakan atsu memiKld usahausaha rumah makan.

Pasal 5

Wajib Retnbusi adalah subjek retnbusi sebagaimana dimaksuddaliw
4 Peraturan Daerahini.

dan atau badan hi
M

BAB in
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6 -VI#
Retnbusi Izin Usaha Rumah Makan termasuk Golongan Retribusi Peru
Tertentu.

'J

-4 U

BAB IV
KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Pertama
Perizinan

Pasal 7

4
I

Setiap orang dan atau badan yang mendxrikan,mengusahakan atau mennlU

usaha rumah makan, diwajibkan tedebih dahulu memperdeh izin rd|i
Kepala Daerah.

/a?Pasal 8

(1) Untuk memperbleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ow

Pasal 7, setiap orang dan atau badan hams mengajukan perm&kSi
tertnhs kepada Kepala Daerah.

(2) Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh izin usaha sebagaiitt

dimaksud pada ayafc(l) diaturlebih lapjut dengan Keputusan K$

Daerah. '

! 9
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I
I Pawl 15
®akrn hal penggunaan tenaga kexja warga negara aang, Pengusaha Rumahilakan haras mematuhi persyaxatan lzm ketja bagi warga negara asingesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang beriaku.

Bagian Keempat^ Penggolongan RumahMakan
t: Pasal 16|) Usaha Rumah Makan digolongkant sebagaiberikut :

Ptokii 12

(1) Izm JJsaha Rumah Makan dapat dicabut apabila

b. TiŜ S^^̂ eg-tan pdcok sesuai dengan jaw

•^imhn yang dinsahakan ; - I
c Tidak W memenuhi ketentuan-ketentuan persyaratan ^kew^iban sebagannana diatur dalam Peraturan Daerahmi ;

. ^d Mengalihkan hak kepemilikan usaha kepada orang lam tang

(2) WSTS ^ vn^lebdh lanjut dengan Keputnsan Kepala Daerah.

Boglac Ketlga
Bentak Usaha dan Permodalan

Pasal 13 - —p tueraa
m Usaha Rumah Makan yang aeluruh modabiya dinriliki oleh :kelas

^
sebagaimaaa dimaksud pad*ayat .(2).beriaku

[ Terbatas (PT).

dalam 4 (emj^fe^ yakm
1 a. Kelas A dengan jumlah kursi/tempat dodnk 61 buah ke atas;|b. Kelas B dengan jumlah kursi/tempat duduk 31s.d 60bpc. Kelas C dengan jumlah kursi/tempat duduk 11 s.d30 buah;d Kelas Ddeagpn jumlah kursi/tempat s.d 10 buah;Penetapan penggolongan kelas sebagaimana dhnaVsnH >- (1),-

Bagian Keempat
Kewajlban

Pasal 17
atau pemrmpm usaha pondok wisata berkewajiban untuk :Wjmi' Memenuhi ketentuan-ketentuan sebagannana diatur dalam Peraturan’

'III Daerahini;
\at$mk Meraberikan perimdungan dan menjaga keamanan paraen^pi makan;

fgc. Mengadakan pembukuan perusahaanH perundang-undangan yang beriaku

Pass!14

( : (1) Pcngusahaan Ruman Makan adalah mehputi penyediaanjasa r

makan dan rninum kepada taraurumah makan.

(2) Pengusaha Ruman Makan dapat menydenggarakan hiburan, ke:

atau pertuiyukkan sebagai jasa tambahaa.

(3) Penyelenggaraan hiburan, kesenian atau pertnnjukkan oleh Artis 1
Neged/artis Asing, harus memenuhi ketentuan peraturan perai

[ undangan yang beriaku.

tarou rumah

*esruai dengan peratoran

11



\:

P a. Irin Usaha : .v
undanganyangbedabi; „ t .

f. Mengopayakan penmgj&tan pengetdma#dan keterampilan tenaga
kesja/kaiyawan sesuai dengan togas dan fhngsinya gona meninglratkafl
knaKtas

' - I
k 4- Û R-miNhtamBeteD Rp 300.000,

tot ' 1. Usaha RtnnahiMaJcan.Kd4s A
2. Usaha Rtamah Makan Kelas B
3. Usaha Romah. Makan Kelas C
4. Usaha Romah Makan Kelas D

rgiene M sahitesi dT'dalion Hotel Mdati dan
ItrmVrmgMft p<»V!wm<»»TmvR sesuai denaan ketentuan peratnnSrafetaSssiSi Rp 400,000.-

Rp- 350.000.-
Rp 300.000,-
Rp 250.000 -

h. M
tariff
tanra;

BABY!i.'.,;
WILAYAH PEMUNGUTAN

[pi-i1 Pasal 21
ayah pemongutan Retribusi adalah sehmih wikyah Kabupaten Nias.BABY

KETENTUAN RETRIBUSI 4

f .
Pasal 18

Cara mengukur tingkat penggonaan jasa Retribusi Izin Usaha
Makan adalah diuknr berdasarkan biaya penyediaan jasa p<
pemberian kin usaha romah makan.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 22
Retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 23
Retribusi dipungnt dengan menggonakan SKRD atau doknmen lain
yang dipersamakan.

» t
Basil pungntan Retribosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20^tfoetor oleh BKP ke Kas Daerah.

\>X I
Pasal 19 p

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi Irin Usaha Rnmah Makan adalah1

mengganti biaya pengendahan, pembinaan dan pengawasan dalam h
pemberian irin usaha romah makan. -4VM

i

. ;1 *
13
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KoSS*" *“ “W*Swat TagfeBAB VIII
TATA CARAPEMBAYARAN

Paul 24
I

(1) Pembayanm Retribua dilakokan di Kas Daerah atau di tempt j
yang yang ditentukan.okh Kepala Daerah sesuai dengan waktuyi

ditentukan dalam SKRD. ^(2) Dalam hal pembayaran dilakukaa di tempat lain yang ditunjuk,mi

!_I,.
* Retribusi hams disetor ke Kas Daerah sefeafc

lambatnya1x 24 jam. > J
(3) Apahila pembayaran Retribusi dilakokan setdah lewat waktuyi

ditentokan sebagaimana dimaksud pada ayat (IX maka djktttri^sanksi adiranistraa berupa bonga sebesar 2% (doa persen) desga

menerbitkan STRD. IS

BABX
TATA CARA PENAGIHAN

Pual 28|j) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang scsjenis aebagai; awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera? setelah 7(tajuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.2) Dalam jangka waktu 7 (tqjuh) hari setelah tanggal SuratI: Teguian/Peringatan/Smat lain yang sejeais, Wigifc Retribua hams| mehinasi Retribusinya yang terutang.3) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
Pawl 25

(1) Pembayanm Retribusi hamsdilakukan secara tmud/hmas

(2) Kepala Daerah atau Pejabat yang (Hbunjuk dapat tnetnberi i
kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dal
jangka waktu tertentu dengan alasan yang 5

djpertanggungjawabkan.
(3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat:

ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 26

Pembayaran rctribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 d£bei|
tanda bukti pembayaran.

BAB XI
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANANDAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 291
|j Kepala Daerah dapat memberikanI pembebasan Retribusi.|) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasanI Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan|Keputusan Kerala Daerah

pengurangan, keringanan dan

BAB XII

ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN
I .. Pasal 30

1BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada
knrang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bungasebe

(dua persen) setxap bulan dan besamya retribusi yang terutang yax
15



r jpermohonan Iceberatan sebagpuii.ana dimaksud pada ayat ;1> dan aya:

h) haras diputuskan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk

plain jangka wakta paling lams 6 ;enam) bnlar. setak tanggal surat

Iceberatan diterima

|| (1) Wajib Retdboji dapat mengajubm permohonan pembettdan STRD yang dalam penerbftatmya terdapat keMlahUli kesalahan hitang dan atari kekdirtum dalam penerapan piperundang-undangan Retribusi Daerah.(2) Wajib Retribnsi dapat mengqukan permohonanpenghapusan sanksi administrasi beropa bunjRetribnsi yang terutang dalam hal sanksi tersebutkekhilttfim Wajib Retribnsi atau bukan karena kesaianai(3> Wajib- Retribnsi dapat mengajnkan permohonan pen;pembatakn Ketetapen Retribnsi yang tidak benar. ,(4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksnd pada ayatpengorangan ketetapan, penghapnsan atau pengnranl^hjladministrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan p'erh|*sebagaimana dimaksnd pada ayat (31 haras disampaibm 'JitertnHs oleh Wajib Rfetribusi kepada Kepala Daerah atau Pqabtfdihunjuk paling lama 30 (tiga puhih) hari sejak tanggal df5

.mcyamjcan untuJc menuulnuig permohonimjiya. OTjjj^B-Atas pcnnononan . japat aipcrniTuiiĝ 11

(5) Kepnttisan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada fcdebihan pembayaran tersedikehmrkan oleh Kepala Daerah atari Pejabat yang dihunjuk M^Bpenibayanm Retribnsi sdanjutnya-lama 3(tiga)bulan sejak surat permohonan diterima. -v”*(6) ApaMa setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada(5) Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk tidakKeputusan,maka permohonan dimaksud di

BAB XIV
TATA CARAPERHITUNGAN PENGEMBALLAN

KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 32

&

jfembayaran Retribnsi:.

\tas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada .ayat (1), atas <—.
celebihan pembayaran Retribnsi dapat langsung diperhitungkan

Ittlebih dahnlu dengan utang Retribusi dan atau sanksi administrasi

[:•
Pasal 33

Dalam hal kelebfltan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah

dilakukan perhxtungan sebagaimana dimaksnd dalam Pasal 32,

jditerbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dna) bulan sejak diterimanya

•permohonan pengembaHankelebihan pembayaran Retribnsi.
bihan pembayaran Retribnsi sebagaimana dimaksnd pada ayat I

|(1) dikembahkan kepada W^ib Retribnsi paling lambat 2 (dna) bulan

sejak diterbitkaimya SKRDLB.
PengembaHan kelebihan pembayaran Retribusi dilaknkan setelah

lewat waktu 2 (dna) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala

;Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas

keteriambatan pembayaran kelebihan Retribnsi.

membd
anggap dikabnlkait , jj J' 8

BABXin IATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN 1
Pasal 31

(1) W$ib Retribnsi dapat mengajnkandanSTRD.
(2) Permohonan Iceberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)|jdnampajkan secara tertnHs Kepada Kepala Daerah atau Pejabat';dfluntjuk paling lama 2(dua) bulan 9ejak tanggalSKRD dan STRI(3) Pengagoankeberatan tidak memmda pembayaran.

permohonan Iceberatan at^s’ll

17
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a
IS,Kvaj orang dan atau badan dilarang membangun, mengusahakan ataa

Hpjalankan usaha rumah malcun, sebelum memperoleh pereetujuan prmsipKzm usaha dan Kepala Daerah

Paaal 34 1
(1) Pengembatian sebagaimana dtmaksud dalam Pasai 32 ^dengan menerbitkan Surat Penntah membayar krirhihan Rett
(2) Atas pcdutungan sebagaimana dnnaksud dalam Pasai 33, di

baled pemmdahbukuan yang berlaku juga sebagai baled panto

BAB XV
KADALUWARSA

Pasai 35
(1) Penagihan Rctribua, kadaluwarsa setelah mdampaui jangkfl^10 (sepulnh) tahun terhitung aejak saal terutangnya retribusi, J(

apabiia Wajib Rctribusi melalcukan dndak pidana di hidang Ri
(2) Kadaluwarsa pwiagihan rctribusi sebagaimana dimaksud pt

(1), tertanggnh apabfla :
a. Diterbitkannya Surat Tegurau dan SmatPalcsa; atau
b. Ada pengakuan utang rctribusi dan Wajib Retrito

langauigmanpun ddale langsung-

!
••

!• fa - BABXVIH
KETENTUAN PIDANA

Pasai 38

|< Apabiia Wajib Rctribusi ddale memenuhi kewajibannya sebagannana
|diatur dalam Pcraturan Daerah ini, diancam denganpidana knnmgpn

selama-lamanya 6 (cnam) bulan atau denda setmggHangginya 4

I (empat) kali rctribusi terutang.
i' Tindak pidana sebagaimana dimaksud pads ayat (I) adalah

pelanggaran.

*1

- I
1

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasai 39

) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di litigbtngan Pemerintah
Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidflc uutuk <nrialmWn
penyidikan tindak pidana di bidang Retdbasi, sahagminiiiia dmudrend
dalam Undang-undarg Hukum Acara yang berialcu.

I Wewenang Penyidik scbagaimana dimaksud pada ayat(1)adalah:

51-
iS*BAB XVI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

:tS

Pasai 36
AduC

(1) Piutang Rctribua yang tidak mungkin ditagih lagi karenahak 1

melalcukan penagshan sodah kadaluwarsa dapat dihapus. I a.3.U
laporan berkenaan dengtm tindalc pidana di bidangRctribusiagar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebah dan(2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Pengbapusan

Retribua yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pi
ayat (l). P b. menebti, mencari dan mengumpulkan Vctwangm rnwynai

41 chlakukan sehubengan dengan tindak pidana Rctribusi;
; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau

badan schubungan dengan tindak jadanadi bidang Rctribusi;

BAB XVII
KETENTUAN LARANGAN

Pasai 37
; •

d.
lain yang bericenaan dengan tindak pidana dibidang Rctribusi;

191



e. melaknkan pgwgyi^Hahan untni raendapafkan
pembukuan, pencatatan dan. dolcumen-dokumen ?i*a] 42

5eniiapaan Kacupaten Nias raenraica. kcoriinaic-a Casrii.
melalcnkan penyitaan terbadap bahan bukti tersebut;

£ menrinta bantnaa tenaga ahli dalam rangka pelaksanaaa
penyidikan tindak pidana di bidang Retribosi ; J

g. menynruh berhenti dan/ataa melarang seseorang menin*rnangan atau tempat pada 3aat pemeriksaan sedang berla
dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang
sebagaimana dimaksud pada huruf e ;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tmdakijal
Retribosi; < jj

* i mcmanggil orang nntnk didengar keterangannya dan dtpe
sebagai tersangka atan saksi ;

j. menghcntikaapcnyuHkan;
k

_
mdaknkan tmdakan lain yang perin untnk keiancaran
tindak pidana di bidang Retribusi mennrnt hokum ' f .

bertanggung jawab ; 1

pemongotan

BA3XXI
KETTNTUAN PENTJTU?

Pasal 43l£;

al yang behm criap diarur dalam Peratunr. Daerah ini sepanjangmai celaksanaaonya. diatar lebih lanjut dengan Kecurnsan Keoalafc ‘

i

>15 Pasal 44
Daemh ini ciobi beriaku pada tan.ggal dior.dangkan.

ip orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanX ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten)St"

bL(3) Penykbk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahi
dimolamya penyidikan dan meiyampaikan haul penyidika
kepada Penontut Uirnan melalui Penyidik PoHsi Negara Repi
Indonesia, sesnai dengan ketentoan yang diatur dalam Und
nndang Hnkum Acara Pidana yang beriaku.

I

*; Disahkan di Gunungsitoli
pada tanggal 26 J u 1 i 2002

BUPATI NIAS,
*BAB XX

KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 40

Pdalcsanaan Peraturan Daerah ini disemhkan kepada Dinas Pariwisatal
Kebudayaan Kabupaten Nias dan wajib dibantn oleh Insrtansi/Urat Ki
Terkait diSn^ungatt Pemenntah Daerah.

f
D tor •

Ri .

BINAHATI B. BAEHA
!v

Pasal 41
Peznbinaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh
Dinas Panwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nia3.

f



|r PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
NOMOR 33 TAHUN 2002

TENTANG
RETRIBUS1 IZIN USAHA RUMAH MAKAN

. l -y -
Diundangkan di Guoun^itoli
padatanggal 20 September 2002

'-> -..ft

«US DAERAH KABUPATEN NIAS,
SEKRET jji;

FAUDXJZISOCHI TELAUMBANUA
ttdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang mencmpatkan perpajakan
fcagai salah satu perwujudan Iccwajiban kenegaraan, difttgaskan bahwa
ttonpatan beban kepada rnkyat, seperd Pajak dan huh&in, barns
jfctapkan dengan undang-undang. Dengan demildan, peraungutan
kribuai Daerah haroa bcrdasaiknn pada undang-undang.
Wasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 34 Talnm 2000
png Perobabaxi atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
|ak Daerah dan Retribusi Daerah, ditegaskan bahwa Retribusi ditetapkan

fagan Peraturan Daerah. Sebab, Retribusi Daerah TTOOTTOOTW -bn***-' '

•r1

i bum dengan semangat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
printahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
pbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran
|dapatan dan Belanja Daerah bersumber dan Pendapatan Asli DaerahIpenerimaan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dan Anggaran

ptopatan dan Belanja Negara. Pendapatan Ash Daerah yang antara lain
fopa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dihaxapkan menjadi salah satu
liber pexnbiayaan penyelenggaraan pemcrintahan dan pembangnnan
|§rah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyaralrat
paa derafldaa, Daerah mampu melaksanakaa otonomi, yaztu mampuIgutor dan mengnrus nnnah tangganya sendiri.

m
I
9

ARANDAERAH KABUPATEN NIASTAHUN 20021|LEMB
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Selargotnya berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahnn 2000 to
Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahtm 1997 tentang j
Daerah dan Retribusi Daerah, kepada Daerah Kabapaten/Kota (

pehnmg dalam menggaH potemi sumber-roniber keoimgannya <k
raenetapkan jenis Retribusi, sepaigang memorahi kriteria yangl
ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi maayaralcat

Usaha Rumah Makan merupakan salah satu usaha jasa p<
pengembangan kepariwisataan dalam penyediaan tuntutan k
makanan/konsumsi kepada para wisatawan yang berkunjung di K
Nias.
Bahwa untnk terpeHharanya standar matu pelayanan pada settop, -1
rumah makan, maka periu dilakukan pembinaan, pengendalian, pengat
pengawasan dan penertiban pengelolaan usaha rumah makan.
Dengan denddan, untnk pengelolaan usaha rumah makan, dipedukai
usaha yang diterbitkan oleh Kepala, Daerah ataa Pejabat yang diht
Jasa ataa pelayanan tersebut, maka Pemerintah Daerah menrangut Rett
Izm Usaha Rumah Makan sebagai salah satu lumber pendapatan asHds
gnna mendnkung kebediasdan perwrgudan pelaksanaan Otonomi Dam
Kabupaten Nias.

fra
Hurufa

Cukupjelas
Hurufb

Cukupjelas
Hurufc

Meiubah nama dan lokasi usaha rumah makan, adalah
mengganti nama dan memindahkan lokasi serta
memperluas lokasi usaha tanpa persetujuan Kepala Daerah.

Memindahtangankan kepemiHkan dan kepemimpinan
usaha adalah menjual, menghibahkan kepada orang lam
dan mengganti pimpinan usaha.

PA&ALDEMf PASAL
Pasail

HurufdCukupjelas
Pasal 2

Cufcnpjelas
PasalS

Cukupjelas
Pasail

CdEupjdaa

Cukupjelas

- Hurufajdas

25



Memilild izin secara tidak sah adalah memiliki izin fc>

roelalui prosedur sebagaunana dimaksud dalaxn
Peraturan Daerah ini. ' k
Kegiatan pokok adalah kegiatan usaha scbagai tea
penyediaan jasa pelayanan makan dan nnnum'|
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1).

Memberikan perlindungan dan menjagr; keamanan para tamp,adalah memberikan perlindungan terhadap gangguan yangmengganggu ketenterainan dan kenyamanan para tarou. dan tidakmenyangkut hai-hal yang berkenaan dengan periindunganterhadap tuntutar. hukum karena melakukan perbuaian yangbertentangan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang beriaku

Hurufb

Hurufc

I r
V; Hurufd

Hurufc Cukup jeias
Cukup jelas

Hurufd Cukup jelasiMengalihkan hak kepemilikan kepada orang lain
mengaHhkan hak kepemilikan usaha kepada orang]]
dengan cars menjual atau menghibahkannya kepada egi

I Huruf e
Cukup jeias

lain. r Huruf f
Cukup jelasHuruf e

Cukup jelas |Huruf g
Cukup jelas- »3Ayat (2)

|HurufhCukup jelas
Cukup jelasPasal 13

Cukup jelas &s Huruf I
Cukup jelasPasal 14

Cukup jelas • Hurufj1
Cukup jelasPasal 15

Cukup jelas 18
I Cukup jelasPasal 16

Cukup jelas 19
Cukup jelasPasal 17 ;iHuruf a 20

Cukup jelas |Cukup jelas
Hurufb

P 27



35Pasal 21
!CnknpjelasCnknpjelas
136Pasal 22

ijelasCuknpjelas
Ui 37Pasal 23

Cuknpjelas jelas I
18Pasal 24I ‘.wii#| jelasCnlcupjelas

fe'39ifPasal 25
, Cuknpjelas jelas

i|| 40+iPasal 26
'CuknpjelasCuknpjelas Ij 41Pasal 27I CnknpjelasCuknpjelasij
142Pasal 28
|Cnknpjelas
Il 43
I Cnknpjelas

Cuknpjelasl. 1
13,® 5Pasal 29

1Cukupjclas
44rti)Pasal 30
|Cukup jelasCnknpjelas

ABBPasal 31
Cuknpjelas

!Pasal 32
i- MmCnknpjelas

Pasal 33
Cnknpjelas

mPasal 34 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR 90Cuknpjelas : .

I
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